
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2015 PEMERINTAHAN. Desa. Penyelenggaraan.
Pembangunan. Pembinaan. Pemberdayaan.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat
(3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat
(2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat
(3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta
untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa perlu disempurnakan untuk lebih
memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan
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masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam
pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai
desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
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usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan
asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.
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12. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang
bergerak dan barang tidak bergerak.

13. Hari adalah hari kerja.

14. Dihapus.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan
yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

(2) Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.

(3) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri
bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemerintahan dalam negeri dapat meminta pertimbangan
dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
terkait.

(3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri menerbitkan keputusan persetujuan
pembentukan Desa.

(4) Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah
kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah
kabupaten/kota tentang pembentukan Desa.
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(5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya
keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pemerintahan dalam negeri.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa
diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur
dan kode Desa dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(2) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Perubahan status Desa meliputi:

a. Desa menjadi kelurahan;

b. kelurahan menjadi Desa;

c. Desa adat menjadi Desa; dan

d. Desa menjadi Desa adat.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Desa menjadi
Desa adat diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan
dalam negeri.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Desa diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemerintahan dalam negeri.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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